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ABSTRAK

Penelitian ini membahas dalam penegakan hukum terhadap
pelanggaran Pemilu Legislatif 2024 di Kota Surabaya dalam perspektif figh
siyasah. Pemilu merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi,
namun dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran yang mencederai
prinsip keadilan, keterbukaan, dan transparansi. Dalam skripsi ini
mencakup dua rumusan masalah yaitu, bagaimana penegakan hukum
pelanggaran Pemilu Legislatif pada tahun 2024 di Kota Surabaya dan
bagaimana tinjauan figh siyasah penegakan hukum pelanggaran Pemilu
Legislatif pada tahun 2024 Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris
yang akan mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum terhadap masalah
sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dan menggunakan beberapa
sumber data yang diperoleh di lapangan dengan metode wawancara
terhadap narasumber, serta melihat dokumen data yang ada. Penelitian ini
fokus pada kajian penelitian hukum Yuridis Sosiologis (Sociological
Jurisprudence) yang berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan
dengan mengamati reaksi dan interaksi pada masyarakat. Dapat diperoleh
dengan ketentuan Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang —
Undang Negara Republik Indonesia Pasal 22 E, Undang _undang Nomor 15
Tahun 2011, data berdasarkan rekap laporan penanganan pelanggaran
Bawaslu Kota Surabaya tertanggal 7 Februari — 19 Maret 2024 diketahui
telah terjadi 17 dugaan pelanggaran diantara laporan pelanggaran tersebut
tidak diregistrasi oleh Bawaslu, dan hanya 5 yang diregistrasi.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta, bahwa dalam regulasi
yang mengatur pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilu, masih terjadi
beberapa pelanggaran dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut
masih menghadapi berbagai kendala meliputi, pelanggaran yang tidak dapat
dibuktikan dikarenakan laporan pelanggaran tidak memenuhi syarat formiil
maupun syarat materiil dengan diatur dalam UUD Nomor 7 Tahun 2017 Pasal
460 ayat (2), Dugaan Pelaggaran Tindak Pidana Pemilu yang diatur dalam UUD
Nomor 7 Tahun 2017 pasal 523 Ayat (2), serta lemahnya pengawasan di media
sosial. Selain itu dalam penegakan hukum Pemilu yang dilakukan dengan
mengacu pada prinsp figh siyasah_yakni Dusturiyah yang menganalisis
pelanggaran Pemilu legislatif dalam/Hukum Islamnya. Hal ini diatur sesuai
dengan dalil Al — Quran yaitu Surah Ash-Shura( Musyawarah) dan Surah An —
Nahl ( Keadilan Landasan Hukum ). Pada Al-hisbah (Pengawasan) yang sesuai
dengan norma dan nilai-nilai Islam diatur dalam dalil Al — Quran dengan
Surah Ali Imron Ayat (104) dan Surah Al Hajj Ayat (41).

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi tersebut, penulis
memberikan saran agar pihak Bawaslu dan aparat penegak hukum dapat
mengimplementasi hukum Islam dalam pengawasan dan lebih
memanfaatkan teknologi dalam pemantauan Pemilu serta lebih
meningkatkan integritas dan keadilan terhadap pelanggaran Pemilu.
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